PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
KANTOR PELAYANAN TERPADU

W PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANGKA
NOMOR :188.4/642.2/52/IMB/KPT/li /2014

TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANGKA,

Membaca dan seterusnya;
Menimbang dan seterusnya;
Mengingal . dan seterusnya;
dan selerusnya,
MEMUTUSKAN :
Manetapkan i
KESATU ' mwmmmmx
Nama pamohon/ MANGSUR (Atas Nama SMP NEGERI 3 MERAWANG)
pemilik bangunan gadung
Alamat : JL GARUDA | BLOK 2D NO.16 RSS PEMDA RT.014 KEL.PARIT
PADANG KEC.SUNGAILIAT
Unituk - MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU

Fungsi bangunan gedung :@ BANGUNAN SMP NEGER! 3 MERAWANG

Janis bangunan gedung . PERMANEN
Nama bangunan gedung © SMP NEGERI 3 MERAWANG

Luas bangunan gedung  : 1.080,75 M2

i atas tanah : HIBAH

Luas tanah ;13,400 M2

Atas namal pemnilik lansh  © SARJIYO (BUKTI KEPEMILIKAN: Surat Pernyataan Hibah Tanah dari Sdr.SARJIYO
Tanggal 05 Oktober 2009)

Terletak di © JL. RAYA JURUNG RT,003 DESA JURUNG KECAMATAN
MERAWANG

KEDUA *  Pemahan / Pemegang lzin wajib memperhatikan dan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanasn pekenaan bangunan lersebul harus sesual dengan gambar dan lidak dibanarkan
merubah, menambah dan/slau mengurang volume, bentuk dan fungsi bangunan sebagaimana
td:hﬁmnnﬁmdd-mw

2 Mﬂwmw i, pemegang izin wajib menutup areal pembangunan agar

tidak mengganggu ketertiban umum, maleral bangunan tidak mengganggu fungsi fasililas umum
qubmmmpmnmmm”bmmwmm

3. Garis depan/ dinding muka bangunan harus berjarak minimal 15 meler dari as jalan, pagar batas
pekarangan/ tanah/ bangunan harus barjarak minimal 2 meler dan saluran pembuangan umum,
apabila malanggar ketentuan dimaksud dan sewakiu-wakiu lerjadi pelebaran jelan oleh Pemerintah
maka tidak akan mendapatkan ganti rugi;

4. Pemilik bangunan harus membuat saluran pambuangan air imbah darValau air cucuran atap di
sekeliling bangunan agar lidak mengalir dan mengganggu pekarangan / rumah di a

6. Tidak bertentangan dengan RTRW / RDTR dan untuk bangunan konstruksi beton harus enuhi
syarat yang lelah ditentukan pada PBI.71;

6. Pemegang izin wailb mematuhi dan mentasii segala ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku terkait dengan Bangunan.

7. Pemegang izin dalam melakukan kegiatan pembangunan harus bersedia dilakukan pembinean dan

oleh instansi taknis;

8. Menyetor Retribusi lzin Mendirikan Bangunan ke Kas Daerah sebesar Rp. 0,- (NOL RUPIAH)
(SESUAI DENGAN PERDA NO.6 TAHUN 2011 PASAL § AYAT 3);

HETIGA, . Apabila pemegang Izin tidak memulai kegiatan pembangunan dalam wakiu paiing lambat & (enam)
bulan sejak tanggal keputusan, maka lzin ini dinyatakan batal dengan

KEEMPAT T mmmmmmmmmmmmmwmbumh
apapun, apabila pemegang izin melakukan pslanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan
yang berlaku dar/ atau kelentuan sebagaimana dimaksud diklum KEDUA;

KELIMA . Keputusan i mulal berlaku pada tanggal dilelapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian han

termyata terdapat kekehruan dalam Kepulusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki kembali
sshagaimana meshnya.




